: PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
o DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
Y TERPADU SATU PINTU

Q Jin.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 30/DPMPTSP-PS/TK/V/2022
TENTANG
PERPANJANGAN 121
PENYELENGGARAAN PENDID]
TK AISYIYAH BUST

N OPERASIONAL

KAN FORMAL DAN INFORMAL
ANUL ATHFAL TAPAN
BUPATI PESISIR SELATAN ’

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan ke
penyelenggaraan pendidikan form
memberikan layanan pendidikan
ditetapkan dengan Keputusan By
Perpanjangan Izin Operasional P
formal dan Informal TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

pastian hukum kepada
al dan informal dalam
kepada masyarakat perlu
pati Pesisir Selatan tentang
enyelenggaraan Pendidikan

tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-
undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58
Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301});

3. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5462);

$.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan.g
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgm
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebeng_tpa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NomorQ 'rahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201

5 Nomor 58, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
E:i;‘l'i'[\’fpubljk Ir‘}doncsia Nomor 3411);
Smnda;ﬂha:’?mermtah ‘N_omor 19 Tahun 2005 tental?g
Indérissis T;EE?]J !Pendldlkan (Lembaran Negara Republik
Negara Repubpi. In;gﬁs Nomor 41, Tambahan. Lembaran
diubah dengah WS €sia Nomf)r 4496), sebagaimana telah
tentang Perupgp, ran Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
an Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005
(Lembaran Negm;enl;ang Standar  Nasional Pendidikan
€publik Indonesia Tahun 2005 Nomor

71, Tambahan Le
mbar ¢
5410); Af Negara Republik Indonesia Nomor

Pera.luran Pemerintah N ol
Belajar (Lembaran Negara
Nomor 90, Tambahan Lem
Nomor 4863);
Peraturan Pemerin
Pengelolaan dan Pt::ye::z;(;a; 1')1‘ ahlfn‘ 2010 tentang
Negara Republik Indonesi endidikan (Lembaran
Nesla Tahun 2010 Nomor 23,

o smgmmonn i Db Intonsis o
Pemerintah Nomor 66 Tahun 20111(:) at: e

; ntang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5153
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak — kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu

T 47 Tahun 2008 tentang Wajib
];erubhk Indonesia Tahun 2008
aran Negarg Republik Indonesia




Satu Pintu di Daerah
Keputusan Menteri Pe

et ndidikan Nasional Nomor 018/U/1997

e A Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok
Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).

15. Keputuss ; ;
- I - um:n Mver.ﬂen Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001
entang Pendidikan Anak Usia Dini: .

16, Yers ar . ] i Y

: If'l l,mm“ Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 T /

lentang lf“f“h-'l"-f-’,i:l&iiilll chel’la_n & or ahun 2017
Non [’(‘ny,uml_} . Kepada Dil’lagg Pf‘!ayanan Perizinan dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Saty chanaman  Modal dan
Selatan: U Pintu Kabupaten Pesisir

17. Keputusan Bupati Pesisir

570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentany —CiAtan Nomor

Operasional  Prosedur Pelayanan PePF‘_’etapan Standar

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Muldallznwdanl %ﬂila Non

Perizing ‘e 3 i ab ¥

' an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Se}ataflflman

18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Moda) dan p ,
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisirﬂgyanan
Nomor :_570/10/DPMPPTSP-PS/TK/1/3019 Tapggiian
Januari 2019 tentang Izin Operasional Peﬂ)"]ﬁngga_r =
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dagn mfor?;mal
(PAUDNI);

19. Peraturan Bupati Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty;

rhatikan . 1 Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul

Athfal Tapan, tanggal 16 Maret 2022 perihal tentang
Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Formal dan Informal.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :
420/1068/DPK-Sekretariat.1/2022,Tanggal 22 April 2022
tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK
Aisyiyah Bustanul Athfal Tapan.

MEMUTUSKAN
pkan

J :  Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Jenis kegiatan : Taman Kanak - Kanak ( TK )

Penyelenggara : Dra.ASNI DJAAFAR

Lokasi : Kampung Pasar Bukit Nagari Pasar Bukit
Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai
Kabupaten Pesisir Selatan



Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU berlaku sejak Tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan 09
Mei 2025.

'{[;K Aisylyah Bustanul Athfal Tapan selaku pemegang izin
kperg:slor}al ini tidak diperboleh untuk dipindahtangankan
epada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi ;: PAINAN

Pada tanggal : 09 Mei 2022
AN, BUPATI PESISIR SELATAN

/ /ﬁEPALA DPMPTSP

wpaikan Kepada Yth:
Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
“as Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan



